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ABSTRACT 
Primary health care center preparedness in disaster management is very important to reduce the 
impact of disasters occurring in the community. It is necessary to assess the level of Primary health 
care center preparedness in disaster management to know the level of preparedness and the aspects of 
preparedness that need to be improved. No instruments have been used to assess Primary health care 
preparedness in disaster management. This study aims to identify indicators of preparedness of 
Primary health care center in disaster management, to design the instrument of Primary health care 
center preparedness assessment in disaster management. This research specifically uses Research and 
Development research. Outline consists a) Introduction Research, b) Planning and Design of 
instrument, c) weighting, d) Professional judgment e) Validity test instrument using Content Validity 
Ratio (CVR). This study has identified six indicators of Primary health care center preparedness that 
are health mapping, daily emergency services, community empowerment, preparedness exercises, 
surveillance and cross sector coordination. This research has produced the instrument that has been 
tested its validity, to assess the preparedness of Primary health care in disaster response.  
Keywords: assessment instruments, preparedness, primary health care center, disaster 
management. 
 
ABSTRAK 
Kesiapsiagaan Puskesmas dalam penanggulangan bencana sangat berperan mengurangi dampak 
bencana yang terjadi di masyarakat. Perlu dilakukan penilaian tingkat kesiapsiagaan Puskesmas 
dalam penanggulangan bencana untuk mengetahui tingkat kesiapan dan aspek-aspek kesiapsiagaan 
yang perlu ditingkatkan. Belum ada instrumen yang digunakan untuk menilai kesiapsiagaan 
Puskesmas dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi indikator 
kesiapsiagaan puskesmas dalam penanggulangan bencana,  merancang instrumen penilaian 
kesiapsiagaan Puskesmas dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini secara spesifik 
menggunakan jenis penelitian Research and Development yang secara garis besar terdiri dari a) 
Penelitian Pendahuluan, b) Perencanaan dan Desain intrumen, c) pembobotan, d) Professional 
judgement e) uji validitas instrumen menggunakan Content Validity Ratio (CVR). Penelitian ini telah 
menghasilkan instrumen yang telah diuji validitasnya, untuk menilai kesiapsiagaan Puskesmas dalam 
Penanggulangan bencana. 
Kata kunci: instrumen penilaian, kesiapsiagaan, puskesmas, penanggulangan bencana. 
 
PENDAHULUAN 
 Indonesia merupakan negara yang 
wilayahnya rawan terhadap terjadinya 
bencana. Indeks Risiko Bencana Indonesia 
tahun 2013 dari 496 kabupaten/Kota. 65% 
nya adalah lokasi berisiko tinggi. pada 
tahun 2013 sampai 2015 telah terjadi 
sebanyak 1.515 kali kejadian krisis 
kesehatan. Jumlah korban tercatat sebanyak 
2.745 jiwa atau sekitar 915 pertahun dan 
jumlah pengungsi pada 3 tahun tersebut 
sebanyak 1.610.339 jiwa atau 536 ribu 
pertahun (PPKK, 2016). Kejadian bencana 
telah menjadi permasalahan dalam 
pelayanan kesehatan masyarakat dalam 
beberapa dekade. Penelitian tidak hanya 
menilai manajemen terhadap pendekatan 
epidemiologi namun juga persiapan pusat 
pelayanan kesehatan terhadap bencana. 
Kemampuan respon yang efektif pada 
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pelayanan kesehatan masyarakat 
menurunkan angka mortalitas dan 
morbiditas korban bencana (Lin, 2011). 
Fuadi et al, (2011), manajemen bencana 
harus dipertimbangkan untuk mencegah 
kehilangan atau dampak yang disebabkan 
oleh bencana melalui mitigasi, 
kesiapsiagaan, tanggap  darurat dan 
rehabilitasi recovery. Masing-masing 
tahapan memiliki langkah-langkah 
penanganan yang berbeda-beda.  
Tiap tiap instansi berperan dalam 
manajemen risiko bencana dan memiliki 
program kerja berbeda-beda. Berdasarkan 
pengalaman kejadian bencana, kapasitas 
setiap sektor di bidang kesiapsiagaan 
bencana sangatlah penting (Febriana, 2015).  
Demikian pula dengan petugas kesehatan 
yang sangat berkontribusi dalam 
penanganan bencana khususnya pada fase 
kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. 
Dalam fase tanggap darurat para petugas 
kesehatan dituntut memiliki skil yang 
terlatih dalam menangani pasien terutama 
dalam memberikan bantuan hidup dasar dan 
pertolongan pertama terhadap korban 
bencana. Sehingga dapat menyelamatkan 
jiwa korban atau mencegah terjadinya cacat 
permanen yang dapat mengurangi kualitas 
hidup korban. Tujuan kesiapsiagaan adalah 
untuk mengembangkan rencana, melatih 
petugas pada seluruh level dan sektor, untuk 
melatih masyarakat yang berisiko dan 
memantau dan evaluasi secara 
teratur.Ketika terjadi bencana, efektivitas 
kegiatan respon akan bergantung pada 
aktifitas dan kapasitas mitigasi dn kesiapan 
yang ada sebelum terjadi bencana (Tekeli-
Yesil. S, 2006) 
Pelayanan kesehatan primer dan 
bantuan medis secara konsep belum 
berjalan bersama secara efektif. 
Tantangannya adalah mereka memiliki 
pemahaman yang berbeda dalam  
penyediaan layanan  kesehatan. 
Kenyataannya dalam keadaan darurat 
keduanya diperlukan secara bersamaan 
(redwood-chambel dan Abraham, 2012). 
Kesiapsiagaan emergensi pada pusat 
pelayanan primer berhubungan dengan 
proses yang memastikan bahwa pusat 
pelayanan primer dipersiapkan dengan baik  
untuk kejadian bencana, meminimalisir 
kehilangan nyawa, cedera, kerusakan harta 
benda, dan rehabilitasi dengan cara  
meningkatkan sumber daya dan kapasitas 
yang berkesinambungan terhadap fungsi 
pokok organisasi. Berdasarkan acuan dari 
WHO (1995), panduan kesiapsiagaan 
bencana meliputi empat aspek yaitu sumber 
daya manusia, kesiapsiagaan fasilitas, SOP 
atau program yang berhubungan dengan 
bencana dan kebijakan. Para tenaga 
kesehatan pada Pusat pelayanan primer 
seharusnya didukung dengan kompetensi 
untuk menghadapi bencana. Kompetensi 
yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan 
untuk siap menghadapi bencana seperti 
pelatihan kesiapsiagaan bencana, Basic and 
Advance life support dan pelatihan 
kegawatdaruratan kesehatan masyarakat 
(Fuadi et al, 2011).  
Kristiana dan Ristrini, (2013), peran 
pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) 
dalam sistem pelayanan kesehatan tanggap 
darurat adalah langsung dalam hal teknis 
pelayanan di masyarakat korban bencana. 
Dalam melaksanakan tugasnya, 
Puskesmas berada di bawah koordinasi 
Dinkes kabupaten. Hambatan yang 
dirasakan Puskesmas dalam memberikan 
pelayanan kesehatan tanggap darurat 
adalah belum adanya koordinasi yang 
optimal antar lembaga terkait. Jejaring 
dalam pelayanan kesehatan tanggap 
darurat di tingkat Puskesmas terjadi hanya 
pada saat ada bencana. Selain itu masih 
belum ada payung hukum yang jelas dan 
prosedur standar untuk koordinasi antar 
sektor.  Sumber daya manusia di 
puskesmas sudah tersedia, namun pada 
saat pelayanan tanggap darurat dirasa 
masih belum sesuai dengan kebutuhan. 
Anggaran khusus untuk bencana di 
tingkat puskesmas masih belum tersedia, 
begitu pula logistik khusus bencana. Sampai 
saat ini belum tersedia indikator yang dapat 
menilai kesiapsiagaan Puskesmas dalam 
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menanggulangi bencana sehingga perlu 
suatu instrumen yang terukur yang dapat 
menjadi bahan acuan puskesmas untuk 
meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi 
bencana. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dan kuantitatif. Untuk 
memperoleh informasi yang mendalam 
tentang penilaian kesiapsiagaan Puskesmas 
terhadap penanggulangan bencana maka 
akan dilakukan pendekatan secara kualitatif. 
Pendekatan kuantitatif digunakan untuk 
mengukur hasil kualiltatif dari penilaian 
yang dilakukan. Penelitian ini secara 
spesifik menggunakan jenis penelitian 
Research and Development (Penelitian dan 
Pengembangan) yang dikembangkan oleh 
Borg & Gall  (Simoneau,2007). Research 
and development yaitu metode penelitian 
yang digunakan untuk menghasilkan 
produk tertentu dan menguji keefektifan 
produk tersebut (Sugiyono, 2009). Dalam 
pelaksanaan penelitian ini, penulis 
menggunakan metode penelitian deskriptif, 
digunakan dalam penelitian awal untuk 
menghimpun data tentang indikator yang 
berhubungan. Tahapan tersebut 
dimodifikasi pelaksanaannya menjadi lima 
tahapan yaitu 1) Melakukan Penelitian 
Pendahuluan. Tahap studi pendahuluan 
merupakan kegiatan research and 
information  collecting memiliki dua 
kegiatan utama, yaitu studi literatur (kaji  
pustaka  dan   hasil  penelitian  terdahulu)  
dan  studi lapangan. Pada tahap ini 
dilakukan pengumpulan informasi 
mengenai indikator yang berhubungan 
dengan kesiapsiagaan Puskesmas dalam 
penanggulangan bencana bencana. Secara 
umum instrumen Penilaian Kesiapsiagaan 
Puskesmas dalam penanggulangan bencana 
akan mengevaluasi 6 komponen yaitu: 1. 
Pemetaan Kesehatan, 2. Koordinasi dengan 
lintas sektor, 3. Pelayanan Gawat Darurat 
Sehari-hari, 4. Pemberdayaan Masyarakat, 
5. Latihan Kesiapsiagaan, 6. Surveilans. 
Keenam parameter tersebut dikembangkan 
indikator-indikator penilaian kesiapsiagaan 
Puskesmas dalam penanggulangan bencana 
(dikembangkan berdasarkan Depkes RI, 
2005). Perencanaan dan desain instrumen, 
melakukan penyusunan parameter/ 
indikator dan pembobotan untuk aspek 
yang mendukung evaluasi kesiapsiagaan 
Puskesmas terhadap penanggulangan 
bencana. Desain instrumen untuk 
menentukan tujuan dari instrumen, siapa 
penggunanya serta rincian kompenen 
instrumen dan penggunaannya. 3). 
Melakukan Pembobotan, pembobotan 
dilakukan dengan menggunakan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP) 
melalui wawancara mendalam (in-depth 
interview) kepada narasumber/pakar yang 
merupakan para praktisi kesehatan, 
kebencanaan dan akademisi. Pendekatan 
AHP menggunakan skala Saaty mulai dari 
nilai bobot 1 sampai 9. Bobot 1 
menggambarkan “sama penting” yang 
berarti nilai bobot kedua elemen sama 
penting. Sedangkan nilai bobot 9 
menggambarkan kasus elemen yang 
“penting absolut” dibandingkan dengan 
yang lainnya ( Liedka & Stevent L, 2005; 
Ramanathan R. & Karpuzeu H,2011). 4) 
Melakukan in-depth interview, 
mensosialisasikan desain awal instrumen 
dalam rangka memperoleh saran dan 
masukan (professional Judgement) agar 
dapat dihasilkan sebuah instrumen yang 
valid yang dapat digunakan untuk 
memberikan informasi yang komprehensif 
berkaitan dengan evaluasi kesiapsiagaan 
Puskesmas terhadap penanggulangan 
bencana. 5) Melakukan Uji Validitas, 
Content  Validity Ratio (CVR) untuk setiap 
aitem pertanyaan dan Content Validity 
Index (CVI) untuk keseluruhan tes 
bertujuan untuk memastikan apakah 
kuesioner sudah sesuai dan relevan dengan 
tujuan pembuatan instrument. Content 
Validity Ratio (CVR) yang dikembangkan 
oleh Lawshe (1975) digunakan untuk 
menghitung validitas setiap aitem, dengan 
menggunakan Persamaan 1. 
CVR = (ne – N/2) / (N/2)…….1) 
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dimana ne adalah jumlah anggota panelis yang 
menjawab “penting”, N adalah jumlah total 
panelis. Rumus ini menghasilkan nilai-nilai 
yang berkisar dari +1 sampai -1, nilai posistif 
menunjukkan bahwa setidaknya setengah 
panelis menilai aitem sebagai penting.   
Untuk menentukan masing-masing 
aitem pertanyaan valid atau tidak, maka hasil 
dari nilai CVR yang diperoleh disesuaikan. 
Penelitian ini menggunakan 10 orang panelis, 
nilai yang harus dipenuhi adalah 0,62. Setelah 
dihitung nilai CVR dari masing-masing aitem 
pertanyaan, maka selanjutnya dihitung nilai 
content validity index (CVI) untuk keseluruhan 
tes. Nilai CVI diperoleh dari nilai rata-rata 
CVR yang ada. CVI mempresentasikan 
kesesuaian aitem pertanyaan dengan tujuan 
pembuatan instrumen. Nilai CVI digunakan 
sebagai indikator validitas ini tes secara 
keseluruhan. Kegiatan pendahuluan dilakukan 
dengan studi literatur dan assessmen di 
Puskesmas. Pengumpulan data dilakukan pada 
bulan Januari sampai Februari 2017. 
Sedangkan Professional Judgement dengan 
nara sumber dilaksanakan pada bulan Maret 
sampai April 2017. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Ada beberapa kegiatan pra bencana 
yang dapat dilakukan oleh Puskesmas guna 
meningkatkan kesiapsiagaan dalam 
penanggulangan bencana. Poin tersebut 
digunakan untuk mengembangkan blue 
print  dalam penyusunan instrumen 
evaluasi. Secara umum instrumen Penilaian 
Kesiapsiagaan Puskesmas dalam 
penanggulangan bencana akan 
mengevaluasi 6 komponen yaitu: 1. 
Pemetaan Kesehatan, 2. Koordinasi dengan 
lintas sektor, 3. Pelayanan Gawat Darurat 
Sehari-hari, 4. Pemberdayaan Masyarakat, 
5. Latihan Kesiapsiagaan, 6. Surveilans. 
Keenam parameter tersebut dikembangkan 
Indikator-indikator penilaian kesiapsiagaan 
Puskesmas dalam penanggulangan bencana.  
Indikator yang digunakan untuk 
mengembangkan blue print instrumen 
mengacu dan dimodifikasi pada checklist 
atau daftar periksa yang digunakan oleh 
Pusat Krisis Kesehatan Kementrian 
Kesehatan Republik Indonesia dalam 
membuat profil penanggulangan krisis 
kesehatan kabupaten/kota rawan bencana 
yang dapat dilihat pada Tabel 1 s.d. Tabel 
6. 
 
Rancangan Instrumen 
Instrumen yang dirancang terdiri 
dari 3 komponen yaitu: 
1. Input Data 
Komponen ini terhubung dengan form 
pertanyaan kunci untuk setiap aspek dalam 
penilaian kesiapsiagaan Puskesmas dalam 
penanggulangan bencana yaitu pemetaan 
kesehatan, koordinasi lintas sektor, 
pelayanan gawat darurat sehari-hari, 
pemberdayaan masyarakat, latihan 
kesiapsiagaan dan pemantauan (surveilans). 
Evaluasi dilakukan dengan menjawab 
pertanyaan kunci pada tiap-tiap 
indikator.Nilai skor akan terisi otomatis 
setelah pertanyaan untuk masing-masing 
indikator terisi. Nilai skor maksimal 1 dan 
minimal 0. Nilai skor merupakan total 
jumlah nilai dibagi banyaknya pertanyaan.  
Format pertanyaan kunci terdiri dari 
kolom deskripsi kriteria, pertanyaan kunci, 
respon, skor, serta kolom means of 
verification yang merupakan objektifitas 
penilaian. Untuk respon pertanyaan diberi 
nilai 1 untuk jawaban “Ya” dan nilai 0 
untuk jawaban “Tidak”. 
2. Penilaian 
Berisi form hasil penilaian untuk 
indikator-indikator pada masing-masing 
aspek penilaian Kesiapsiagaan yang 
kemudian dikalikan dengan bobot untuk 
mendapatkan nilai akhir. 
3.  Laporan Akhir 
Laporan akhir terdiri dari form 
rekapitulasi penilaian Kesiapsiagaan 
Puskesmas dan Form rekapitulasi diisi 
berdasarkan hasil penilaian dari masing-
masing aspek. Setelah nilai akhir diperoleh, 
maka hasil dikategorikan dalam 5 (lima) 
level. Berdasarkan Susanto dan Thomas 
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(2016), indeks kesiapan diformulasikan 
seperti terlihat pada persamaan (2).  
 
Indeks Kesiapan =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑖𝑖𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
𝑥 100   ..................
... 2) 
 
 Adapun nilai akhir dan penjelasan 
kategori hasil dijelaskan pada Tabel 7. 
 
Pembobotan 
 Pembobotan dan masukan terhadap 
indikator yang ada, dilakukan melalui 
wawancara mendalam (in-depth interview) 
kepada 10 (sepuluh) narasumber yang 
merupakan para praktisi kebencanaan, 
petugas kesehatan dan akademisi. 
Pembobotan dilakukan dengan metode AHP, 
dengan bantuan Software Super Dicision®. 
Hasil pembobotan untuk rancangan 
penilaian kesiapsiagaan puskesmas dalam 
penanggulangan direkapitulasi dan dicari 
nilai rata-rata. Nilai rata-rata pembobotan 
diperoleh dari hasil penjumlahan 
pembobotan dibagi jumlah narasumber. 
Hasil rekapitulasi pembobotan dapat dilihat 
pada Tabel 8. Setiap pembobotan dinilai 
inconsistency. Dari keseluruhan 
pembobotan yang dilakukan, nilai 
inconsistency-nya bernilai kurang dari 0,1, 
yang artinya konsisten. 
Nilai bobot ini akan mempengaruhi 
nilai akhir penilaian. Dengan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam 
instrumen penilaian maka nilai skor akan 
terisi secara otomatis. Nilai skor adalah 
total nilai dibagi jumlah pertanyaan 
dikalikan bobot untuk masing-masing 
indikator. Skor maksimum diperoleh 
dengan perkalian nilai dan bobot. 
Sedangkan nilai maksimum untuk masing-
masing indikator adalah 1. 
Berdasarkan masukan dari hasil 
wawancara terhadap matrik indikator 
penilaian kesiapsiagaan Puskesmas dalam 
penanggulangan bencana, maka tahap 
selanjutnya adalah menghitung nilai 
Content Validity Ratio (CVR) untuk 
pengujian per aitem pertanyaan dan nilai 
Content Validity Index (CVI) untuk 
keseluruhan instrumen. Dalam melakukan 
uji validitas, penelitian ini menggunakan 
jumlah panelis 10 (sepuluh) orang. Agar 
pertanyaan dinyatakan valid, maka nilai uji 
validitas minimum adalah 0,62. Untuk 
penelitian ini, berdasarkan nilai CVR dari 
setiap aitem pertanyaan, diperoleh nilai CVI 
0,98, yang berarti dapat disimpulkan bahwa 
validitas isi tes secara keseluruhan 
dinyatakan valid,karena telah memenuhi 
nilai minimum > 0,62. 
KESIMPULAN  
Berdasarkan rancangan penilaian 
kesiapsiagaan puskesmas dalam 
penanggulangan bencana yang telah dibuat, 
dapat disimpukan berikut ini. 
1. Penelitian ini telah 
mengindentifikasikan indikator 
kesiapsiagaan Puskesmas dalam 
penanggulangan bencana. Indikator 
tersebut dikelompokkan dalam 6 
aspek yaitu: 1) Pemetaan kesehatan, 
2) Pelayanan Gawat darurat sehari-
hari, 3) Pemberdayaan masyarakat, 
4) Latihan kesiapsiagaan, 5) 
Pemantauan (surveilans), 6) 
Koordinasi lintas sektor. Aspek 
Pemetaan Kesehatan terdiri dari 5 
indikator yaitu Peta rawan bencana, 
peta sumberdaya kesehatan, peta 
risiko bencana, peta kerentanaaan 
dan peta potensi masyarakt dan 
lingkungan. Aspek Pelayanan gawat 
darurat sehari-hari terdiri dari 3 
indikator yaitu protap gawat darurat 
dan rujukan, kesiapsiagaan sarana 
dan prasarana pelayanan gawat 
darurat dan peningkatan kapasitas 
tenaga puskesmas. Aspek 
Pemberdayaan masyarakat terdiri 
dari 6 indikator yaitu  pelatihan 
kesehatan lingkungan, 
pemberantasan penyakit menular, 
promosi kesehatan untuk 
berperilaku hidup bersih dan sehat, 
penanganan gawat darurat bagi 
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awam, penanganan gizi, penanganan 
kesehatan jiwa dan kesehatan 
reproduksi. Aspek latihan 
kesiapsiagaan terdiri dari 3 indikator 
yaitu simulasi satgas, simulasi 
puskesmas dan rencana kontinjensi. 
Aspek surveilans terdiri dari 3 
indikator yaitu pemantauan lokasi-
lokasi rawan bencana, deteksi dini 
bencana dan kerjasama dengan 
pihak terkait. Sedangkan aspek yang 
ke enam yaitu koordinasi lintas 
sektor terdiri dari 3 indikator yaitu 
tim penanggulangan bencana, 
kebijakan dan koordinasi. 
2. Penelitian ini telah menghasilkan 
Indikator prioritas untuk 
mendukung kesiapsiagaan 
Puskesmas dalam penanggulangan 
bencana. Dari 6 Aspek penilaian, 
aspek Pemetaan kesehatan memiliki 
bobot tertinggi dan aspek 
pemberdayaan masyarakat pada 
prioritas terendah. 
3. Penelitian ini telah menghasilkan 
instrumen yang telah diuji 
validitasnya, untuk menilai 
kesiapsiagaan puskesmas dalam 
penanggulangan bencana. Instrumen 
yang di desain terdiri dari 3 
komponen yaitu input data, 
penilaian dan laporan akhir. Hasil 
akhir penilaian dikategorikan ke 
dalam level “Belum siap” (terendah) 
dan level tertinggi  “Sangat siap”. 
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